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ABSTRAK

Fitratul Laily : Tinjauan Penerapan Program Pemutihan
Pajak Kendaraan Bermotor Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Di Kabupaten Padang Pariaman.

Pembimbing :  Firman, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan setelah
diterapkannya program pemutihan di Kabupaten Padang Pariaman yang
penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Samsat Kabupaten Padang
Pariaman yang beralamat di jalan Toboh Palabah, Kec. Pariaman Sel,
Kota Pariaman, Sumatera Barat (25535). Bentuk penelitian yang
dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran dan keterangan mengenai perkembangan setelah diterapkannya
Pemutihan pajak di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman secara
faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini
adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penerapan
program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari
besarnya jumlah rata-rata unit sbelum dan sesudah pemutihan PKB,
besarnya jumlah tunggakan PKB serta dari grafik Perbandingan Sebelum
dan Sesudah PKB di Kantor samsat Kabupaten Padang Pariaman. Dari
semua data tersebut dapat disimpulkan Penerimaan PKB dengan adanya
kebijakan pemutihan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat
untuk membayar pajak kendaraannya, sehingga penerimaan dan
pendapatan daerah juga meningkat.

Kata Kunci: penerapan, pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,
2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daecrah memiliki hak untuk
mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah daerah
(Darwin, 2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam sistem
pemungutan pajak. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak adalah
kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta
melaksanakan hak-hak perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi
kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk di
Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data dari Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman, tingkat

pembayaran pajak tepat waktu hanya mencapai sekitar 65% dari total



kendaraan yang terdaftar, menunjukkan masih rendahnya tingkat

kepatuhan masyarakat. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan PKB di

Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 hingga 2023:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2023
Persen
Jumlah Total
Penerimaan Penerimaan tase
Tahun | Kendaraan Penerimaan
Pokok (Rp) Denda (Rp) Denda
(Unit) (Rp)
(%)
2021 42.548 Unit | 26.811.260.100 | 562.143.300 | 27.373.403.400 2%
2022 47.738 Unit | 31.308.691.050 | 279.126.950 | 31.587.818.000 | 0,88%
2023 46.977 Unit | 29.765.876.050 | 383.958.150 | 30.149.834.200 | 1,27%

Sumber : Kantor Samsat Padang Pariaman

Dari tabel 1. diatas , dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan
jumlah kendaraan yang membayar pajak serta peningkatan penerimaan pokok
pajak, disertai dengan penurunan drastis pada penerimaan dari denda
keterlambatan, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Namun, pada tahun 2023, jumlah kendaraan dan total penerimaan kembali
menurun, sementara persentase penerimaan dari denda meningkat menjadi 1,27%,
mengindikasikan adanya peningkatan keterlambatan pembayaran pajak. Untuk
mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah

menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu kebijakan

pemberian keringanan berupa pembebasan atau pengurangan denda administrasi




bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Menurut Suandy (2019), program
pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan
insentif berupa penghapusan sanksi administratif. Selanjutnya, berikut ini adalah
data jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang selama tiga tahun

terakhir:

Tabel 2. Analisis Perbandingan Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun

2021-2023

Kategori Jumlah Unit
No.

Kendaraan Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023

A. Mobil Penumpang

Sedan 63 Unit 65 Unit 135 Unit
Jeep 20 Unit 47 Unit 112 Unit
Minibus - 370 Unit 1.097 Unit
Mobil Roda 3 - - -
Microbus 4 Unit 16 Unit 51 Unit
Bus - - -

B. Mobil Barang

Pick Up 160 Unit 219 Unit 526 Unit
Bland Van 3 Unit 3 Unit 4 Unit
Light Truck 74 Unit 71 Unit 199 Unit
Truck 8 Unit 12 Unit 27 Unit

C. Sepeda Motor




Roda Dua 5.234 Unit 5.988 Unit 11.075 Unit
Roda Tiga 3 Unit 4 Unit 14 Unit
Jumlah 5.808 Unit 6.795 Unit 13.240 Unit

Sumber : Kantor Samsat Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 2. terlihat bahwa jumlah kendaraan yang belum melakukan
daftar ulang meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2023.
Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap
kewajiban pajak kendaraan bermotor, meskipun program pemutihan telah
beberapa kali dilaksanakan.

Menurut Rahayu (2020), evaluasi terhadap program perpajakan sangat
diperlukan untuk mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi aspek-aspek
yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas
Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBN-KB serta Pembebasan BBN-KB,
program pemutihan pajak merupakan salah satu upaya strategis pemerintah
daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Burton (2021) menambahkan bahwa efektivitas program pemutihan
harus dibarengi dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan agar
hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Astrid (2023) yang meneliti tentang Tinjauan Pemberlakuan Program
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak pada
SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa program

pemutihan berdampak positif terhadap penerimaan PKB di Kabupaten



Padang Pariaman. Peningkatan penerimaan terjadi karena wajib pajak merasa
terbantu dengan adanya penghapusan denda, sehingga lebih terdorong untuk
membayar pajak yang tertunggak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul "Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di
Kabupaten Padang Pariaman'. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan
yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti hendak
membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan program pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sudah
efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana Strategi Peningkatan Program Pemutihan di masa
yang akan datang?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pemutihan

Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman.



2. Untuk mengevaluasi efektivitas program pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak
daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi peningkatan
program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di masa yang
akan datang di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang administrasi perpajakan daerah, khususnya terkait program
pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Memperkaya literatur akademik
mengenai Tinjauan Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten
Padang Pariaman.
2. Manfaat Praktis
Selain manfaat teoritis diatas, penulis juga memiliki manfaat bagi :
a. Bagi Instansi
Bagi Instansi diharapkan dapat :
1. Memberikan = gambaran  komprehensif  tentang
penerapan program pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi
kebijakan.

2. Menyediakan data dan analisis mengenai efektivitas



program dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah,
yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di
masa mendatang.

Menawarkan  rekomendasi  strategis  peningkatan
program  pemutihan  pajak  yang  dapat di
implementasikan untuk meningkatkan program di masa

yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang

lebih mendalam kepada penulis tentang Tinjauan Penerapan Program

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Padang Pariaman.

c¢. Bagi Pembaca

Bagi Pembaca diharapkan:

1.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program
pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan manfaatnya
bagi pembangunan daerah.

Memberikan informasi yang dapat mendorong

partisipasi masyarakat dalam Program Pemutihan Pajak.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT

Kabupaten Padang Pariaman mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang

Pariaman, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

l.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Padang
Pariaman menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah
unit kendaraan yang membayar pajak. Terjadi peningkatan konsisten
dalam rata-rata jumlah unit pembayar pajak setelah penerapan
program pemutihan selama periode 2021-2023. Hal ini
mengindikasikan potensi peningkatan penerimaan pajak dalam
jangka panjang jika program dilanjutkan dan ditingkatkan
efektivitasnya.

Meskipun program pemutihan menunjukkan hasil positif, masih
terdapat tantangan dalam pelaksanaanya. Hal ini terlihat dari jumlah
pembayar pajak sebelum periode pemutihan, yang mengindikasikan
adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman untuk masa yang
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akan datang adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
melalui media sosial dan media cetak seperti penyebaran pamflet,
pemasangan spanduk di setiap wilayah kerja Kantor Kabupaten
Padang Pariaman dan memasang pemberitahuan melalui VideoTron
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.Selain itu, upaya lain yang
dilakukan adalah dengan mendatangi langsung pemerintah setempat
seperti Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

Kabupaten untuk memberitahukan adanya kebijakan Pemutihan.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya,

maka saran yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut:

1.

Mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan
praktis, seperti pembayaran online atau melalui aplikasi mobile, untuk

meningkatkan aksesibilitas layanan.

. Meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya, namun tetap dengan pendekatan yang

edukatif.

. Melakukan survei atau studi untuk memahami lebih dalam

faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat membayar

pajak, sehingga dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran.

. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk

membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu agar

terhindar dari penerapan pajak progresif.
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